
TIPO*4'.  

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 71 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN WARALABA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa 	dalam 	rangka 	lebih 	meningkatkan 

kegiatan usaha Waralaba dan kemitraan usaha 

antara Pemberi Waralaba dengan pengusaha kecil 

dan menengah, serta meningkatkan kemudahan 

berusaha di bidang usaha Waralaba, perlu mengatur 

kembali serta menyederhanakan ketentuan mengenai 

Waralaba; 

b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

53/ M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan 

Waralaba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang 

Penyelenggaraan Waralaba, telah tidak sesuai lagi 

dengan kebutuhan hukum masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang 

Penyelenggaraan Waralaba; 
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Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3817); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5512); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 

Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4742); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 90); 
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8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

10. Peraturan 	Menteri 	Perdagangan 	Nomor 

08/ M-DAG/ PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PENYELENGGARAAN WARALABA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1 

	

	Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang 

perseorangan atau badan usaha terhadap sistem 

bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka 

memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti 

berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan 

oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba. 

2. Ciri Khas Usaha adalah suatu usaha yang memiliki 

keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru 

dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat 

konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud, misalnya 

sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan atau 

penataan, atau cara distribusi yang merupakan 

karakteristik khusus dari Pemberi Waralaba. 
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3. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau 

badan usaha yang memberikan hak untuk 

memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba 

yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba. 

4. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau 

badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba 

untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba 

yang dimiliki Pemberi Waralaba. 

5. Pemberi Waralaba Lanjutan adalah Penerima 

Waralaba yang diberi hak oleh Pemberi Waralaba 

untuk menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan. 

6. Penerima Waralaba Lanjutan adalah orang 

perseorangan atau badan usaha yang menerima hak 

dari Pemberi Waralaba Lanjutan untuk memanfaatkan 

dan/atau menggunakan Waralaba. 

7. Prospektus Penawaran Waralaba adalah keterangan 

tertulis dari Pemberi Waralaba yang paling sedikit 

menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah 

kegiatan, struktur organisasi, laporan keuangan, jumlah 

tempat usaha, daftar Penerima Waralaba, hak dan 

kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, 

serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pemberi Waralaba. 

8. Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tertulis antara 

Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba atau 

Pemberi Waralaba Lanjutan dengan Penerima 

Waralaba Lanjutan. 

9. Logo Waralaba adalah tanda pengenal berupa simbol 

atau huruf yang digunakan sebagai identitas kantor 

pusat dan gerai/tempat usaha milik Pemberi Waralaba 

dan Penerima Waralaba. 

10. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya 

disingkat STPW adalah bukti pendaftaran Prospektus 

Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan 

Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran 

Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan 

Penerima Waralaba Lanjutan yang diberikan setelah 

memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan 

dalam Peraturan ini. 
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11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

atau Online Single Submission yang selanjutnya 

disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas 

nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau 

bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem 

elektronik yang terintegrasi. 

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang Perdagangan. 

13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 

selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 

pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang koordinasi 

penanaman modal. 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini mengatur tentang 

Penyelenggaraan Waralaba. 

(2) Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. memiliki Ciri Khas Usaha; 

b. terbukti sudah memberikan keuntungan; 

c. memiliki standar atas pelayanan dan barang 

dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat 

secara tertulis; 

d. mudah diajarkan dan diaplikasikan; 

e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan 

f. Hak Kekayaan I ntelektual (HKI) yang telah 

terdaftar. 

(3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

terpenuhi dalam hal Pemberi Waralaba telah 

memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dan 

telah mempunyai kiat bisnis untuk mengatasi 

permasalahan usaha, yang dalam hal ini dibuktikan 

dengan bertahan dan berkembangnya usaha Pemberi 

Waralaba tersebut secara menguntungkan. 

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 

terpenuhi dalam hal Penerima Waralaba yang belum 



e.  

f.  

g• 
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memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai 

usaha sejenis tetap dapat melaksanakannya dengan 

baik sesuai dengan bimbingan operasional dan 

manajemen yang diberikan oleh Pemberi Waralaba. 

(5) Kriteria sebagaimana diamaksud pada ayat (2) 

huruf e merupakan dukungan dari Pemberi Waralaba 

kepada Penerima Waralaba secara terus menerus 

yang diberikan antara lain dalam bentuk bimbingan 

operasional, pelatihan, dan promosi. 

(6) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf f meliputi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang 

terkait dengan usaha seperti merek dan/atau hak 

cipta dan/atau paten dan/atau lisensi dan/atau 

rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai 

sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran 

di instansi yang berwenang. 

Pasal 3 

Orang perseorangan atau badan usaha dilarang 

menggunakan istilah dan/atau nama Waralaba untuk 

nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak 

memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

Pasal 4 

Penyelenggara Waralaba terdiri atas: 

a. Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri; 

b. Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri; 

c. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar 

negeri; 

d. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba 

dalam negeri; 

Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri; 

Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam 

negeri; 

Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba 

luar negeri; dan 

h. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba 

dalam negeri. 
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BAB II 

PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA 

DAN PERJANJIAN WARALABA 

Pasal 5 

(1) Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan 

hams menyampaikan Prospektus Penawaran Waralaba 

kepada calon Penerima Waralaba atau calon Penerima 

Waralaba Lanjutan paling lambat 2 (dua) minggu 

sebelum penandatanganan Perjanjian Waralaba. 

(2) Prospektus Penawaran Waralaba sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit materi 

atau klausula sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

(3) Dalam hal Prospektus Penawaran Waralaba 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam 

bahasa asing harus diterjemahkan secara resmi ke 

dalam Bahasa Indonesia. 

Pasal 6 

(1) Penyelenggaraan Waralaba harus didasarkan pada 

Perjanjian Waralaba yang dibuat antara para pihak 

yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan 

terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. 

(2) Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibuat berdasarkan hukum Indonesia dan 

memuat paling sedikit materi atau klausula sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini. 

(3) Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus disampaikan kepada calon Penerima 

Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan paling 

lambat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan 

Perjanjian Waralaba. 

(4) Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) hams ditulis menggunakan Bahasa Indonesia. 



Pasal 7 

(1) Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan 

wajib mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba 

sebelum membuat Perjanjian Waralaba. 

(2) Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan 

wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba. 

(3) Pendaftaran Prospektus Waralaba sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan Perjanjian Waralaba 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

melalui pengajuan permohonan STPW sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Menteri ini. 

Pasal 8 

Prospektus Penawaran Waralaba yang didaftarkan oleh 

Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri harus dilegalisir 

oleh Public Notary dengan melampirkan surat keterangan 

dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat 

Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara asal. 

Pasal 9 

Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dapat 

menunjuk lebih dari 1 (satu) Penerima Waralaba atau 

Penerima Waralaba Lanjutan dengan pembagian wilayah 

berusaha yang jelas. 

BAB III 

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) 

Pasal 10 

Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, Penerima 

Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan wajib memiliki 

STPW. 

Pasal 11 

(1) Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, 

Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan 

mengajukan permohonan STPW melalui Lembaga OSS. 



- 9 - 

(2) STPW diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas 

nama Menteri atau Bupati/Walikota. 

(3) Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi 

memproses permohonan STPW sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas: 

a. STPW Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri; 

b. STPW Pemberi Waralaba berasal dari dalam 

negeri; 

c. STPW Penerima Waralaba dari Waralaba luar 

negeri; 

d. STPW Pemberi Waralaba Lanjutan dari Waralaba 

luar negeri; 

e. STPW Pemberi Waralaba Lanjutan dari Waralaba 

dalam negeri; 

(4) Dinas yang membidangi Perdagangan atau Unit 

Terpadu Satu Pintu di wilayah Provinsi DKI Jakarta 

atau Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia 

memproses permohonan STPW sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas: 

a. STPW Penerima Waralaba dari Waralaba dalam 

negeri: 

b. STPW Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba 

Luar Negeri; dan 

c. STPW Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba 

Dalam Negeri. 

(5) Ketentuan mengenai persyaratan dan pelayanan 

penerbitan STPW mengacu pada ketentuan peraturan 

perundangan-undangan yang mengatur mengenai 

pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara 

elektronik di bidang perdagangan. 

Pasal 12 

(1) STPW Pemberi Waralaba dinyatakan tidak berlaku 

apabila: 

a. Pemberi Waralaba menghentikan kegiatan 

usahanya; dan/atau 
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b. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

oleh Pemberi Waralaba tidak disetujui atau 

masa berlaku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

berakhir. 

(2) STPW Pemberi Waralaba Lanjutan dinyatakan tidak 

berlaku apabila: 

a. Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba 

Lanjutan menghentikan kegiatan usahanya; 

dan/atau 

b. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

oleh Pemberi Waralaba tidak disetujui atau 

masa berlaku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

berakhir. 

(3) STPW Penerima Waralaba dinyatakan tidak berlaku 

apabila: 

a. Perjanjian Waralaba berakhir; 

b. Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba 

menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau 

c. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh 

Pemberi Waralaba tidak disetujui atau masa 

berlaku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berakhir. 

(4) STPW Penerima Waralaba Lanjutan dinyatakan tidak 

berlaku apabila: 

a. Perjanjian Waralaba berakhir; 

b. Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, 

dan/ atau 	Penerima 	Waralaba 	Lanjutan 

menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau 

c. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

oleh Pemberi Waralaba tidak disetujui atau 

masa berlaku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

berakhir. 

Pasal 13 

Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, 

Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan 

wajib mengajukan perubahan STPW melalui Lembaga 

OSS apabila terdapat perubahan data yang tercantum 

dalam STPW. 



BAB IV 

LOGO WARALABA 

Pasal 14 

(1) Penyelenggara Waralaba sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, 

huruf f, huruf g, dan huruf h wajib menggunakan 

Logo Waralaba. 

(2) Spesifikasi Logo Waralaba sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

Pasal 15 

(1) Untuk mendapatkan Logo Waralaba, penyelenggara 

Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 

mengajukan permohonan Logo Waralaba secara tertulis 

kepada Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi. 

(2) Permohonan Logo Waralaba sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah dan lokasi 

gerai/tempat usaha serta rencana pendistribusiannya. 

Pasal 16 

Penggunaan Logo Waralaba sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (1) diletakkan atau dipasang pada tempat 

yang terbuka dan mudah terlihat di: 

a. kantor pusat; atau 

b. setiap gerai waralaba. 

Pasal 17 

(1) Penyelenggara Waralaba sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (1) yang tidak memiliki STPW 

dilarang menggunakan Logo Waralaba. 

(2) Orang perseorangan atau badan usaha dilarang: 

a. mengubah bentuk Logo Waralaba; 

b. menyalahgunakan Logo Waralaba; dan 

c. memalsukan Logo Waralaba. 
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BAB V 

PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 

Pasal 18 

(1) Penyelenggara Waralaba sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 mengutamakan penggunaan barang 

dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang 

memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang 

ditetapkan secara tertulis oleh Pemberi Waralaba. 

(2) Pemberi Waralaba hams bekerja sama dengan 

pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat 

sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang 

dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan 

persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba. 

(3) Pengutamaan penggunaan barang dan/atau jasa 

hasil produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 19 

Dalam penyelenggaraan Waralaba, Pemberi Waralaba 

mengutamakan pengolahan bahan baku di dalam negeri. 

BAB VI 

PEMBINAAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN 

Pasal 20 

Pembinaan, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan 

Waralaba dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Pasal 21 

(1) Pembinaan dan evaluasi oleh Pemerintah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Menteri. 

(2) Menteri mendelegasikan kewenangan pelaksanaan 

pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan 

waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. 
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(3) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 

mendelegasikan kewenangan melakukan pembinaan 

dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

kepada Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi. 

Pasal 22 

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 

dilakukan dalam bentuk antara lain: 

a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

mengenai sistem Waralaba; 

b. merekomendasikan Penerima Waralaba dan 

Penerima Waralaba Lanjutan untuk diberikan 

kemudahan memanfaatkan sarana perpasaran, 

baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

dan/atau swasta; 

c. Memfasilitasi dan/atau merekomendasikan 

keikutsertaan Pemberi Waralaba Dalam Negeri 

yang memiliki produk yang potensial dalam 

pameran Waralaba, baik di dalam negeri maupun 

di luar negeri; 

d. memfasilitasi sarana klinik bisnis untuk 

dapat dimanfaatkan para penyelenggara atau 

calon 	penyelenggara 	waralaba 	untuk 

berkonsultasi mengenai permasalahan yang 

dihadapi; 

e. mengupayakan pemberian penghargaan kepada 

Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri yang 

telah berhasil mengembangkan Waralabanya 

dengan baik; dan 

f. memfasilitasi penyelenggara Waralaba dalam 

memperoleh bantuan perkuatan permodalan. 

Pasal 23 

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

dilakukan berdasarkan laporan tahunan kegiatan usaha 

yang disampaikan oleh penyelenggara Waralaba dan hasil 

verifikasi ke lokasi perusahaan. 
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Pasal 24 

(1) Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan 

wajib memberikan pembinaan kepada Penerima 

Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi antara lain: 

a. pendidikan dan pelatihan mengenai sistern 

manajemen pengelolaan Waralaba yang 

dikerjasamakan, sehingga Penerima Waralaba 

dapat menjalankan kegiatan usaha Waralaba 

dengan baik dan menguntungkan; 

b. secara rutin memberikan bimbingan operasional 

manajemen, sehingga apabila ditemukan kesalahan 

operasional dapat diatasi dengan segera; 

c. membantu pengembangan pasar melalui promosi, 

seperti melalui iklan, leaflet/ katalog/ brosur atau 

pameran; dan 

d. penelitian dan pengembangan pasar dan produk 

yang dipasarkan, sehingga sesuai dengan 

kebutuhan dan dapat diterima pasar dengan baik. 

Pasal 25 

Pengawasan penyelenggaraan Waralaba sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 26 

Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Perlindungan 

Konsumen dan Tertib Niaga dapat menetapkan petunjuk 

teknis tata cara pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan 

Waralaba. 

BAB VII 

PELAPORAN 

Pasal 27 

(1) Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri, Pemberi 

Waralaba Lanjutan berasal dari luar negeri, Pemberi 

Waralaba Lanjutan berasal dari dalam negeri dan 
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Penerima Waralaba berasal dari luar negeri yang 

memiliki STPW, wajib menyampaikan laporan kegiatan 

usaha Waralaba kepada Direktur Bina Usaha dan 

Pelaku Distribusi. 

(2) Penerima Waralaba berasal dari dalam negeri, 

Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari luar negeri, 

dan Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari dalam 

negeri yang memiliki STPW, wajib menyampaikan 

laporan kegiatan usaha Waralaba kepada kepala dinas 

yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di 

Provinsi DKI Jakarta atau kabupaten/kota setempat. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) disampaikan setiap tahun paling 

lambat tanggal 31 Juni tahun berikutnya, dengan 

menggunakan formulir sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 28 

Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, 

Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan 

wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Lembaga 

OSS melalui Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi 

apabila sudah tidak menjalankan kegiatan usaha Waralaba. 

BAB VIII 

SANKSI 

Pasal 29 

Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, 

Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan 

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 dan Pasal 10, dikenai sanksi sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Pasal 30 

(1) Penyelenggara Waralaba yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 

ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) 
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dikenai sanksi administratif berupa peringatan 

tertulis oleh Direktur Bina Usaha dan Pelaku 

Distribusi. 

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan 

masa tenggang waktu antara masing-masing 

peringatan paling lama 14 (empat belas) hari. 

Pasal 31 

Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari 

setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30, penyelenggara Waralaba tetap 

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 

27 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa 

pencabutan STPW oleh pejabat penerbit sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 32 

Orang perseorangan atau badan usaha yang 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 dan Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa 

rekomendasi pencabutan izin usaha dan/atau izin 

operasional/komersial kepada pejabat penerbit sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 33 

(1) STPW yang telah diterbitkan sebelum Peraturan 

Menteri ini berlaku dinyatakan masih tetap berlaku 

sampai dengan masa berlaku STPW berakhir. 

(2) Dalam hal STPW sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) telah habis masa berlakunya, Pemberi 

Waralaba dan Penerima Waralaba wajib mengajukan 

permohonan STPW melalui Lembaga OSS. 
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BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 34 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

53/ M-DAG/ PER/ 8/ 2012 tentang Penyelenggaraan 

Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 859) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

57/ M -DAG / PER/ 9/ 2014 tentang Perubahan atas 

Peraturan 	Menteri 	Perdagangan 	Nomor 

53/ M-DAG/ PER/ 8/ 2012 tentang Penyelenggaraan 

Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1343); 

b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

68/ M-DAG/ PER/ 10/2012 tentang Waralaba untuk 

Jenis Usaha Toko Modern (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 1149); 

c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan 

Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa 

Makanan dan Minuman (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 279) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 58/ M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

07/M-DAG/PER/2/2013 tntang Pengembangan 

Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa 

Makanan dan Minuman (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1344); dan 

d. Peraturan Menteri Perdagangan 	Nomor 

60/ M-DAG/ PER/9/ 2013 tentang Logo Waralaba (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1194), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 35 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 3 September 2019 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

ENGGARTIASTO LUKITA 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 4 September 2019 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1007 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 

Kerneritetian Pe rdagangan 
• Kepala Biro Hukum, 

Y 
SE 

JENL ,  

--P 

INOC?„̀ -'7  
RI HARIYATI 



LAMPIRAN I 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 71 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN WARALABA 

MATERI ATAU KLAUSULA PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA 

Prospektus Penawaran Waralaba paling sedikit memuat: 

1. Data identitas Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba 

Lanjutan, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor 

pemilik usaha apabila perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk atau paspor para pemegang saham, komisaris, dan direksi 

apabila berupa badan usaha. 

2. Legalitas usaha Waralaba, yaitu izin teknis seperti Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP), Izin Tetap Usaha Pariwisata, Surat Izin 

Pendirian Satuan Pendidikan, atau izin usaha yang berlaku di negara 

Pemberi Waralaba. 

3. Sejarah kegiatan usahanya, yaitu uraian yang mencakup antara lain 

mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha, dan pengembangan usaha. 

4. Struktur organisasi Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba 

Lanjutan, yaitu struktur organisasi usaha Pemberi Waralaba atau 

Pemberi Waralaba Lanjutan mulai dari komisaris dan direksi sampai 

dengan ke tingkat operasionalnya. 

5. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu laporan keuangan atau 

neraca keuangan Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan 

2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Bagi 

Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan yang termasuk 

dalam skala usaha mikro dan kecil, laporan keuangan dimaksud tidak 

perlu diaudit. 

6. Jumlah tempat usaha, yaitu gerai/tempat usaha Waralaba sesuai 

dengan kabupaten/kota domisili untuk Pemberi Waralaba atau 

Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari dalam negeri dan sesuai 

dengan negara domisili gerai/tempat usaha untuk Pemberi Waralaba 

atau Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari luar negeri. 
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7. Daftar Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan, yaitu 

daftar nama dan alamat Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba 

Lanjutan, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri. 

8. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan 

dan Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan, yaitu hak 

dan kewajiban yang meliputi: 

a. Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan 

1) hak untuk menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba 

atau Penerima Waralaba Lanjutan; dan 

2) kewajiban untuk memberikan pembinaan secara 

berkesinambungan kepada Penerima Waralaba dan Penerima 

Waralaba Lanjutan. 

b. Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan 

1) hak untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau Ciri 

Khas Usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba; dan 

2) kewajiban untuk menjaga kode etik/kerahasiaan Hak 

Kekayaan Intelektual atau Ciri Khas Usaha yang diberikan 

Pemberi Waralaba. 

9. Hak Kekayaan Intelektual yang memuat informasi mengenai Hak 

Kekayaan Intelektual sebagai Ciri Khas Usaha yang diberikan Pemberi 

Waralaba, termasuk status pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

ENGGARTIASTO LUKITA 

4.,. 
( 

Kepala .r-  ro Hukum, 

w 

.( 

z 

. * 

I HARIYATI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 

eo n Perdagangan 

SEKNET,  
JENDE 



LAMPIRAN II 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 71 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN WARALABA 

MATERI ATAU KLAUSULA PERJANJIAN WARALABA 

Perjanjian Waralaba paling sedikit memuat: 

1. Nama dan alamat para pihak, yaitu nama dan alamat jelas 

pemilik/penanggung jawab perusahaan yang mengadakan Perjanjian 

Waralaba, yaitu Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan 

dan Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan. 

2. Jenis Hak Kekayaan Intelektual, yaitu jenis Hak Kekayaan Intelektual 

Pemberi Waralaba, seperti merk dan logo perusahaan, desain 

gerai/tempat usaha, sistem manajemen atau pemasaran atau racikan 

bumbu masakan yang diwaralabakan. 

3. Kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha yang diperjanjikan seperti 

perdagangan eceran/ritel, pendidikan, restoran, apotek, atau bengkel. 

4. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan 

dan Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan, yaitu hak 

dan kewajiban yang meliputi: 

a. Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan 

1) hak untuk menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba 

atau Penerima Waralaba Lanjutan; dan 

2) kewajiban untuk memberikan pembinaan secara 

berkesinambungan kepada Penerima Waralaba dan Penerima 

Waralaba Lanjutan. 

b. Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan 

1) hak untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau Ciri 

Khas Usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba; dan 

2) kewajiban untuk menjaga kode etik/kerahasiaan Hak 

Kekayaan Intelektual atau Ciri Khas Usaha yang diberikan 

Pemberi Waralaba. 
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5. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran 

yang diberikan oleh Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba 

Lanjutan kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba 

Lanjutan, seperti bantuan fasilitas berupa penyediaan dan 

pemeliharaan komputer dan program IT pengelolaan kegiatan usaha. 

6. Wilayah usaha, yaitu batasan wilayah yang diberikan oleh Pemberi 

Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba 

atau Penerima Waralaba Lanjutan untuk mengembangkan bisnis 

Waralaba seperti wilayah Sumatra, Jawa, dan Bali atau di seluruh 

wilayah Indonesia. 

7. Jangka Waktu Perjanjian Waralaba, yaitu batasan mulai dan berakhir 

Perjanjian Waralaba terhitung sejak surat perjanjian ditandatangani 

oleh Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba atau Pemberi 

Waralaba Lanjutan dengan Penerima Waralaba Lanjutan. 

8. Tata cara pembayaran imbalan, yaitu tata cara atau ketentuan, 

termasuk waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan, seperti fee 

atau royalty apabila disepakati dalam Perjanjian Waralaba yang 

menjadi tanggung jawab Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba 

Lanjutan. 

9. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris, yaitu 

kepemilikan atas Waralaba dan peralihan Waralaba apabila terjadi 

perubahan kepemilikan karena pengalihan kepemilikan atas Waralaba 

atau meninggalnya pemilik Waralaba. 

10. Penyelesaian sengketa, yaitu penetapan forum penyelesaian sengketa;  

dengan menggunakan pilihan hukum Indonesia. 

11. Tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba, seperti 

pengakhiran Perjanjian Waralaba tidak dapat dilakukan secara sepihak 

atau Perjanjian Waralaba berakhir dengan sendirinya apabila jangka 

waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Waralaba berakhir. Perjanjian 

Waralaba dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua 

belah pihak dengan ketentuan yang ditetapkan bersama. 

12. Jaminan dari Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan 

untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada Penerima Waralaba 

atau Penerima Waralaba Lanjutan sesuai dengan isi Perjanjian 

Waralaba hingga jangka waktu Perjanjian Waralaba berakhir. 
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13. Jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima 

Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan dalam jangka waktu 

Perjanjian Waralaba. 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

ENGGARTIASTO LUKITA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 

Keirientrian Perdagangan 
Kepal•'Biro Hukum, 

'---1!"--clm  SRI HARIYATI 



LAMPIRAN III 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 71 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN WARALABA 

SPESIFIKASI LOGO WARALABA 

WARALABA 1NDONLSIA  

N # L i A PL DAG (.;AN 

Logo Waralaba 

MAKNA UNSUR-UNSUR LOGO WARALABA 

A. PENJELASAN UMUM 

Desain Logo Waralaba sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini 

dibuat untuk memberikan identitas kepada orang perseorangan atau 

badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya dengan sistem 

Waralaba. 

Logo Waralaba memiliki 2 (dua) komponen, yaitu simbol berupa 

lambang Waralaba dan tulisan "Kementerian Perdagangan" sebagai 

instansi pembina kegiatan usaha Waralaba. 

B. LANDASAN KONSEP DESAIN LOGO WARALABA 

Kementerian Perdagangan adalah lembaga pemerintah yang 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perdagangan dan bertanggung jawab sebagai pembina dalam kegiatan 
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usaha Waralaba serta bertugas mendorong pertumbuhan dan 

pengembangan usaha Waralaba khususnya yang memiliki Ciri Khas 

Usaha, kreatifitas, dan daya saing tinggi, serta meningkatkan peran 

usaha kecil dan menengah dalam kegiatan usaha Waralaba. 

C. DASAR ILHAM DESAIN LOGO WARALABA 

Dasar ilham desain logo Waralaba mencerminkan perkembangan 

kegiatan usaha Waralaba yang digambarkan dengan bentuk kotak dan 

melambangkan ketangguhan orang perseorangan atau badan usaha 

dalam mengembangkan usaha serta kepedulian terhadap kemitraan 

usaha Waralaba. Tulisan "Waralaba Indonesia Terdaftar" menunjukan 

bahwa orang perseorangan atau badan usaha tersebut telah terdaftar 

di Kementerian Perdagangan. 

D. UNSUR SIMBOL PADA LOGO 

Unsur simbol pada logo digambarkan dengan bentuk kotak yang 

merupakan penggambaran makna kinerja Kementerian Perdagangan 

yang bisa diandalkan (dependable) dalam pembinaan dan 

pengembangan kegiatan usaha Waralaba. 

E. UNSUR LOGOTYPE 

1. Standar ukuran dengan unsur grafik utama berupa kotak 

berukuran 15.5x15.5 cm outer beveled box, 11.2x2 cm rectangular 

box, dan 5.7x9.8 cm inner rectangular box. 

2. Bentuk penyajian dengan Raised Metal Placque. 

3. Panduan warna dengan Blackmetallic dan Silvermetallic. 

4. Jenis dan ukuran huruf untuk kata "WARALABA INDONESIA" 

dengan ketentuan Bangla MN 27.5pt, huruf "W" dengan ketentuan 

Cambria 200pt, kata "TERDAFTAR" dengan ketentuan Gill Sans 

Light, dan kata "KEMENTERIAN PERDAGANGAN dengan 

ketentuan Bangla MN 20.5pt. 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perdagangan 
ro Hukum, 

JEN RAI.  

%M 

&

-

I% 

''/K IN 

SRI HARIYATI 

ttd. 

ENGGARTIASTO LUKITA 



LAMPIRAN IV 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 71 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN WARALABA 

LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN 

PEMBERI WARALABA/PENERIMA WARALABA 

(KOP SURAT PERUSAHAAN) 

Nomor 	, (Tanggal)(Bulan)(Tahun) 

Lampiran 
Hal 
	

: Laporan Kegiatan Tahunan 

Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 
up. Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, 
Kementerian Perdagangan 
J1. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung II, Lt. 5 

di - 
Jakarta. 

1. Nama Orang Perseorangan/ 
Badan Usaha 

2. Nomor dan Tanggal STPW 
3. Jenis dan Merek Usaha yang 

Diwaralabakan 
4. Penerima Waralaba 

a. Jumlah Penerima 
Waralaba 

b. Penerima Waralaba yang 
memiliki STPW 

c. Penerima Waralaba yang 
mengunakan Logo 
Waralaba 

5. Gerai/Tempat Usaha Waralaba 
a. yang dikelola sendiri 

b. yang diwaralabakan 

c. yang menggunakan Logo 
Waralaba 

6. Laporan Keuangan yang 
minimal memuat Neraca dan 
Laba Rugi Tahun Laporan 
Perusahaan*) 

7. Omset (Tahun Laporan) 
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8. Jumlah Fee yang Dibayar (diisi oleh Penerima Waralaba/Penerima 
Waralaba Lanjutan) 
a. Franchise Fee 
b. Royalty Fee 

9. Jumlah Fee yang Diterima (diisi oleh Pemberi Waralaba/Pemberi 
Waralaba Lanjutan) 
a. Franchise Fee 
b. Royalty Fee 

10. Pengolahan Bahan Baku di 
Indonesia') 
a. Ada (sebutkan) 
b. Tidak Ada 

11. Jumlah Tenaga Kerja 
a. Nasional 
b. Asing 

12. Bentuk Pembinaan yang 
Telah Diberikan Pemberi 
Waralaba/ Pemberi Waralaba 
Lanjutan*) 
a. pendidikan dan pelatihan 

mengenai sistem 
manajemen pengelolaan 
Waralaba yang 
dikerjasamakan 

b. bimbingan operasional 
manajemen 

c. pengembangan pasar 
melalui promosi 

d. penelitian dan 
pengembangan pasar dan 
produk yang dipasarkan 

Demikian, laporan ini kami buat dengan sebenarnya. 

(Tempat), (Tanggal) (Bulan) (Tahun) 

Ttd. 

(Nama Direktur) 

*) Apabila tidak cukup dapat dibuat dalam lampiran. 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 

J‘9Me4tqr•ian Perdagangan 
fr Keps?Biro Hukum, 

ttd. 

ENGGARTIASTO LUKITA 
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